{JAUAN TENTANG EKSISTENSI DAN EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI
EXSKLUSIF INDONESIA

ABSTRAK SKRIPSI

49 /K9
49 Hl /-
OLEH

DARA JINGGA WULANDARI
NRP.2840363 . .
NiRM 24,7,004,12061, 27510

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991



Negara-negara yang berbatasan dengan pantai telah
berusaha sejak diadakannya konvensi 1858 agar menambah
wilayah laut vang lebarnya 208 mil untuk kepentingsn eks-
plorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut.
Perjuangsan yvang gigih ini banyak mendapat tantangan ter-
utama negara-negara yvang tidak berbatasan dengan pantai
melainkan daratan atau sungai tetapi armada kapan yang
dipunyai guna eksplorasi dan ekspleitasi hasil hayati
dan non hayati lsutnys dapat dikatakan modern jelas ti-
dak akan dapat berfungsi. Jerih payah yang diusahakan
tersebut melalui susatu perdebatan yang sengit terutama
antars negara yang berbatassan dengan pantal dan negars
vang berbatasan dengan daratan atau sungail akhirnya pads
tahun 1882 melalui konvensi hukum laut 1982 membawa ha-
sil dengan diakuinya penambsahan lebar wilayah laut men-
jadi 200 mil.

Penambahan wilayah laut yang lebarnya 200 mil ju-
ga dikenal dengan ZEE ini terletak di luar laut wilavah
dan berdampingan vang lebarnya 12 mil dihitung dari gas-
ris pangkal pantail yang digunakan untuk mengukur laut
wilaysh. DPengan demikian secars konkrit ZEE itu lebarnya
bukan 200 mil melainkan 188 mil laut, karena yang 12 mil
berikutnya adalah merupsksn laut wilayah yang kedaulatan-
nya adalah mutlak ada pada negsra pantai. Sedangksn lebar

selebihnya yaitu 188 mil kedaunlatan dasn yuridiksi negara



pantai adalah terbstas untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi sumber hayati dan non hayati laut, sehinggs
tidak termasuk lintas damsai palayaran vang dilakukan
oleh negara asing, penerbangan di atas wilavah ZEE dan
penanaman kabel bawah laut.

Dalam konvensi hukum laut 1982 vang juga disebut
dengan unclos 1982 yang mengakui keberadsan ZEE ini peng-
aturannya selanjutnys diserahkan kepaa hukum nasional
negara masing-masing asalkan tetap mengindahkan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Wsalaupun
keseluruhannys telah diatur dalam UNCLOS dan menunjuk pa-
da hukum nasional negara masing-masing vang mengussai
pantal tersebut kenyatannya apa yang diharapkan yaitu
menghendaki lebih dari 60 negara untuk meratifikasi hing-
ga saat ini belum terpenuhi. Oleh karena itu dapat dika-
takan UNCLOS 1882 ini bukanlash merupakan produk legesla-
tif, karena yang selama ini diperjuvangksn oleh lembags
legeslatif tersebut adalah uvuntuk mencari dukungan lebih
dari 60 negara yang meratifikasi.

Atas penunjukan kepada hukum nasicnal negars ma-
sing-masing ini adalah sebsagsimana tertuang dalam pasal
56 UNCLOS 14982 yang oleh Indonesia ketentuan mengensai ZEE
Indonesia ini diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1885
mengensi eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non

hayati laut Indonesia dan PP Bo. 15 Tahun 1984 sebagai



peraturan pelaksanaannya mengensl penangkapan ikan di ZEE
Indonesia. Mengingat banyaknys negara yang belum atau ti-
dak meratifikasi UNCLOS 1882 dapat saja mengganggap

UU No. 5 Tahun 1983 beserta PP NHo. 15 Tahun 1984 tidak
berlaku terhadap diri orang atau badan hukum asing ter-
sebut untuk menggunakan ZEF dan tetsp menganggap bahwa
itu adalah laut bebas.

Bertitik tolak dari uraian di satas saya tertarik
untuk mengupas keberadaan ZEE ini khususnya ZEE Indone-
sia yang akan saya tuangkan dalam skripsi dengan judul
TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI DAN EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA, sedangkan permasalahan yang hendak dikupas
adalah sampal sejauvhmana eksistensi dan efektifitas
UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia beserta PP No.
15 tahun 1884 ?

Dalam pembahasannya diperlukan data yang dapat di-
pertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu selain
data yang diperoleh dasri studil kepustakaan Jjuga ditun-
Jjang dari pengamatan lepangan yang berkaitan dengan masa-
lah pelaksanaan ZEE di Indonesia. Hsl ini secara kese-
luruhan dimaksudkan untuk mempercleh Jjawaban yvang pasti
atau mendekati kepastian kebenarannya astass permasalahan

vang diuvangkap.



Pendekatan masslah dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode vang
landasan utama digunakan adalah pasal-pasal peraturan
perundang-undangan beserta azas-azZasSnya dikaitkan dengan
kenyataan yang diperoleh dalam praktek. Sumber data dalam
penyusunan skripsi ini berupa dats sekunder melalui studi
kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, ki-
terstur dan bahan hukum tertulis lainnya yang ditunjang
dengan bahan hukum primer berupa wWawancara dengan instan-
si terkait yang dikumpulkan dengan carsa membacsa dan mem-
pelajari dsta kepustakaan dan wawancara secars langsung
dengan staf ahli hukum di Syahbandar Surabaya. Kemudian
data diolah menggunakan metode deduktif yaitu bertitik
tolak dari uraian yang umum berupa hukum laut pada umum-
nya/UNCLOS 1982 ditarik ke hal yang lebih khusus di
Indonesia mengenai UU No. 5 Tahun 1883 dan PP No. 15 Ta-
hun 1984. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu
metode yvang menghasilkan uraian bersifat diskriptif
analisis vang mendasarkan padsa sistematikas peraturan
perundang-undangan yang berlsku dan kenyatasn yang ada
dalam praktek dimaksudkan agar memudahkan dalam penuangan
pembahasan permasalahan yang dibsahsas.

Dari hasil wawancars diperoleh keterangan bahwa
memang UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1884 yang

gaat ini digunakan Indonesia untuk mengamankan ZEE Indo-



nesia dan digunakan untuk menghsalsu dan mengusir para
pencari ikan tanpa seijin pemerintah di wilayah ZEE Indo-
negia, tetapi itu hanya sekedar, karena hingga =ast ini
belum dapat dirasakan manfaat dari UU No. 5 Tahun 1883
dan Pp No. 15 Tahun 1884. EKenyatasn yang demikian ini bu-
kan berarti kedua ketentuan atau peraturan di stas tidak
dapat digunakan secara efektif melainkan kurangnya sarana
vang mendukungnya. Sarana ysng dimaksudkan adalah berupa
perangkat keras berupa kapal yvang aksn digunakan patroli
dan perangkat lunak misalnys gastelit pemantau dan lain
sebagainya.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas
dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1883 dan PP No. 15
Tahun 1884 dapat digunakan untuk menghalau atau mengusir
pelanggar wilayvah ZEE Indonesia. Hanva saja kKarena
kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehinggs seakan
akan antara kemauan untuk menggunakan ZEE Indonesia demi
kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kurang
dapat terlaksana. Kurangnya dapat terlaksana selain
karena faktor penunjang pelaksana pengamanan ZEE Indone-
sia kurang memadasl jugas armada yvang digunakan untuk me-
lakukan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati

laut kurang daspat menjangkau secara keseluruhan.



